Patologi Birokrasi Di Era Otonomi Daerah (Analisis Teoritis Hubungan Patronase dalam Rekruitmen Pejabat Struktural) 
Abstrak

Implementasi otonomi di beberapa daerah kota/kabupaten di Indonesia, dalam konteks fungsi sebagai penyedia layanan publik (public service provider) masih jauh dari harapan masyarakat. Padahal otonomi daerah diyakini sebagai alat yang dapat mengakomodasi arus semangat reformasi pelayanan publik di setiap lini birokrasi pemerintahan, sehingga harapan pelayanan prima benar-benar bisa terwujudkan di level pemerintahan yang paling rendah sekalipun. 

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional adalah adanya penyakit dalam tubuh birokrasi yang disebut patologi birokrasi, diantaranya dalam proses pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang tidak didasarkan kepada  merit system, kompetensi dan profesionalisme pegawai atau unsur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, jabatan diberikan kepada seorang pegawai yang berjasa kepada kepentingan pimpinan daerah otonom secara pribadi, baik dari segi politik maupun ekonomi. Dalam proses pengangkatan tersebut terjadi “pertukaran” dan apabila dicermati lebih lajut maka  pola hubungan antara pimpinan daerah otonom dengan pegawai yang dilantik sebagai pejabat parallel dengan model hubungan patron-klien (patron-client relationships) dalam teori hubungan sosial. 

Kata kunci : Otonomi Daerah, Pelayanan Publik, Patologi Birokrasi, hubungan patron-klien

Gerakan reformasi 1998 merupakan suatu gerakan yang menghendaki perubahan tatanan perikehidupan lama ketatanan perikehidupan baru dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial sehingga terwujudnya indonesia baru yang lebih baik. Salah satu agenda dalam reformasi tersebut adalah. pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. Isu selanjutnya dari pemberian otonomi daerah seluas-luasnya yaitu diperlukan adanya desentralisasi dan reformasi birokrasi.

 Desentralisasi dan reformasi birokrasi merupakan salah satu jawaban terhadap tuntutan gerakan reformasi yang bermuara pada meningkatnya pelayanan publik. Untuk terciptanya desentralisasi dan reformasi birokrasi tersebut,  dari sisi teoritis, berbagai seminar dan lokakarya sering digelar diberbagai tempat dan kesempatan untuk memperolah masukan dari para pakar yang berlatar belakang ilmu sosial, serta berbagai tulisan atau artikel mengenai desentralisasi dan reformasi  birokrasi banyak diterbitkan di berbagai media cetak dan buku. Sedangkan dari sisi regulasi, telah  dikeluarkan berbagai macam tingkatan kebijakan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999  yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan komitmen pemerintah untuk merubah pemerintahan yang sentralistik dan otoriter menjadi  desentralistik dan demokratis. Undang-undang tersebut telah memberikan pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni  dimasukinya era baru yaitu era otonomi daerah. 

Selain hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu Undang- Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota dengan prinsip bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah sehingga terciptanya pelayanan publik yang dapat diakses secara luas.

Namun apabila kita mencermati perjalanan otonomi daerah dari sisi implementasi, kemandirian daerah dan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Peralihan dari sistem sentralistik  dan otoritarian ke sistem desentralistik dan demokratik masih mengalami hambatan sehingga merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi birokrasi, apalagi kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi dan realisasi otonomi. Sehingga yang nampak dan terasa oleh publik bukanlah manfaat tapi dampak negatif dari otonomi daerah. Menurut Sumaryadi (2005:118-125) ada lima dampak negatif otda yaitu:
1. Semangat kedaerahan yang tidak terkendali;
2. Politisasi aparat pemerintah yang dapat menimbulkan (i) mematikan mekanisme yang sehat seingga menghambat terciptanya good governance, (ii) DPRD dan Kepala Daerah lebih banyak berorientasi kepada kepentingan partai dari pada kepentingan masyarakat seluruhnya, (iii) terbukanya pintu yang lebar bagi terjadinya kolusi antara eksekutif dan legislatif.
3. Rendahnya kualitas DPRD
4. Pengawasan keuangan daerah yang timpang
5. Konflik daerah
Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan otonomi daerah yaitu keberadaan dan kemampuan pemimpin/kepala daerah otonom, dalam hal ini bupati untuk melakukan terobosan yang strategis, inovasi dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Serta, bupati sebagai pejabat politis  mampu menciptakan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan birokrasi yang terdiri dari orang-orang karier. Karena, harmonisasi bupati dengan birokrasi akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Patologi Sebagai Fenomena Kontemporer Otonomi daerah

Good governance dan reformasi birokrasi merupakan isu yang aktual  saat ini.  Melalui kedua isu tersebut banyak kalangan mempunyai harapan agar birokrasi mampu menampilkan perfomance yang baik, tampil secara profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak berada di bawah tekanan kelompok politik tertentu. 

Semangat otonomi daerah yang diimplementasikan melalui UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin membuka pemerintah daerah untuk dapat lebih mendekatkan kepada publik, sehingga akses publik terhadap pelayanan pemerintah semakin mudah. Selain membawa konsekuensi logis, maka akan lebih jelas tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelayanan kepentingan masyarakatnya. Dalam arti luas, birokrasi dalam pelayanan publik akan mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Namun yang terjadi, otonomi daerah telah melahirkan konflik dalam birokrasi, terciptanya raja-raja kecil, korupsi yang semakin membudaya dan lain lain yang meyebabkan terjadinya penyakit birokrasi atau yang disebut dengan Patologi Birokrasi.

Siagian (1994), misalnya, mengakui adanya patologi birokrasi. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal.

Beberapa contoh berikut menunjukkan fenomena patologi birokrasi, khususnya  korupsi yang dilakukan oleh unsur birokrasi di daerah, yaitu berdasarkan Annual Report  KPK, 2008 dapat diungkapkan bahwa jumlah perkara yang disidik terkait dengan kasus yang dilakukan unsur birokrasi, dalam hal ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota berjumlah 18 perkara atau sekitar 34% dari keseluruhan perkara, sedangkan perkara yang dituntut  terkait dengan kasus yang dilakukan oleh unsur  birokrasi yaitu berjumlah 19 perkara atau sekitar  44% dari keseluruhan perkara dan perkara dieksekusi berjumlah 11 perkara atau sekitar 52% dari keseluruhan perkara yang dieksekusi.
Jumlah perkara di atas, baik yang masuk dalam proses penyidikan, penuntutan maupun eksekusi hanya baru didasarkan pada laporan dalam satu dari satu lembaga penegak hukum yaitu Annual Report  KPK tahun 2008. Sehingga ada kemungkinan masih banyak perkara korupsi yang dilakukan oleh unsur birokrasi apabila datanya didasarkan pula kepada lembaga penegak hukum lainnya diluar KPK.  
Kondisi di atas, membuktikan  bahwa dalam era pasca reformasi dan otonomi daerah masih terdapatnya patologi birokrasi pada birokrasi di daerah. Sehingga hal ini merupakan  hambatan  dan tantangan dalam  mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi di daerah.

Hubungan Patron-Klien 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara empiris yang dirasakan publik dari implementasi otonomi daerah adalah dampak negatif dari otonomi tersebut yang akan melahirkan patologi birokrasi. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya konflik antara pimpinan daerah otonom yaitu bupati dengan  Pegawai Negeri Sipil  (PNS) sebagai unsur birokrasi, dan hal ini akan memperparah juga kondisi patologi birokrasi sehingga kondisi birokrasi di daerah semakin kronis.. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap kebijakan dan prilaku bupati. Di salah satu kabupaten di Jawa Tengah (Suara Merdeka, tanggal 11 Juni 2005) ratusan PNS menuntut bupati turun dari jabatannya., Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan PNS terhadap mutasi jabatan struktural di lingkungan birokrasi masih di Jawa Tengah tanggal 22 Juli 2005, warga dan puluhan PNS mendatangi pihak kepolisian agar mengusut tuntas  dugaan korupsi yang dilakukan oleh bupatinya. Sedangkan di salah satu kabupaten di Jawa Barat, beberapa guru  menggugat bupatinya ke -PTUN, terkait proses pengangkatan kepala sekolah yang diduga tidak obyektif dan transparan (www.kompas.com).

Gambaran di atas, pada dasarnya mengilustrasikan sebuah fenomena mengenai hubungan yang tidak harmonis antara bupati di satu sisi dengan birokrasi di sisi lain. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi hubungan tersebut karena secara empirik disadari atau tidak bahwa pola hubungan yang terjadi didasari atau mirip dengan  pola hubungan yang disebut Patron-Client Relationship (hubungan bapak–anak buah).

Untuk dapat memahami hubungan patronase ini dengan baik serta dapat mengungkapkan dinamikanya, ciri-ciri serta fungsinya, berbagai pendekatan seperti pendekatan struktur - fungsional, actor – oriented , budaya hingga pendekatan sejarah dan konstekstual telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan. Kajian gejala patronase dengan menggunakan pendekatan konstekstual, menemukan beberapa asumsi antara lain bahwa hubungan patron-klien merupakan suatu hubungan sosial dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan hubungan sosial lainnya. Hubungan ini hanya akan hadir dalam masyarakat bilamana di dalamnya terdapat kondisi yang menguntungan bagi pertumbuhannya. Adapun kondisi tersebut ialah seperti : (1) ketimpangan yang besar dalam kepemilikkan tanah; (2) monopoli akses ke dunia di luar komunitas; (3) ketidakamanan fisik dan sosial; (4) isolasi sosial dan geografis sebagai akibat tidak berkembanganya sarana transportasi dan komunikasi; (5) kelemahan struktur institusional; (6) ketidakmampuan jaringan atau unit-unit kekerabatan untuk memenuhi kebutuhan individual da (7) sentralisasi yang tidak tuntas. (J. Boissevain, 1966 dalam Shri Ahimsa-putra,1996 : 31 ) 

Istilah ”patron” berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti ‘’seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh” (Usman, 2004: 132). Sedangkan klien adalah kebalikannya yaitu ”bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Hal ini sebagaimana diungkapkan Scott (dalam Shri Ahimsa-putra,1996 : 32):mengenai pemahamannya tentang hubungan patron-klien,  yaitu :
”Hubungan di mana seseorang yang lebih tinggi status sosial-ekonominya (patron) menggunakan pengaruhnya dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan perlindungan atau mengambil manfaat atau keduanya, kepada seseorang yang statusnya lebih rendah (klien) selama klien tersebut akan membalasnya dengan menawarkan atau memberikan dukungan dan bantuan umum, termasuk pelayanan pribadi, kepada patron".
Pada awalnya hubungan patronase merupakan bentuk relasi antarmanusia dan antarkelompok manusia yang bersifat sosial-kultural. Namun saat ini ternyata dalam kenyataannya, praktek patronase tak terlepas dengan kepentingan ekonomi dan politik. Melalui perlindungan yang diberikan, patron berharap mendapatkan dukungan ekonomi dan politik secara langsung. Sehingga apabila tidak mendapatkan apa-apa yang bersifat ekonomi dan politik dari kliennya, maka patron tidak akan memberikan perlindungan apa pun. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Levinson dan Ember (dalam Fahrudin, 2009) bahwa dalam kenyataan praksis, hubungan  patron-klien yang terlihat sebagai suatu fakta sosial-kultural, dan hanya didasarkan pada perjanjian informal menjadi pembungkus yang halus dari hubungan sosial, politik dan ekonomi yang diwarnai ketidaksetaraan. Padahal, dalam hubungan yang diwarnai ketidaksetaraan, maka peluang untuk terjadinya eksploitasi menjadi sangat besar.

Pendapat lain yang senada dengan pendapat di atas, sebagaimana diungkapkan oleh J.C. Scott (dalam Ahimsa-putra,1996 : 30), yaitu ada beberapa alasan gejala patronase perlu dipelajari, salah satunya karena ada anggapan bahwa hubungan patron-klien, yang acapkali berlawanan dengan aturan resmi ini, dapat meyelinap ke dalam berbagai bentuk organisasi dan dapat menggeser hubungan atasan-bawahan yang berdasarkan atas aturan rasional, sehingga dapat membuat hubungan birokratis yang legal-rasional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu pula hubungan patron-klien seringkali dianggap sebagai benalu bagi birokrasi modern.

 Sedangkan, Dr. Kausar AS, mengungkapkan bahwa hubungan Patron-klien berpengaruh pada sistem birokrasi, baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif seiring dengan bekerja dan tersebarnya anggota partai politik dan simpatisan partai tertentu dalam berbagai posisi dan jabatan pada pemerintahan daerah. Para anggota partai politik yang telah berada dalam tatanan pemerintahan daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan kelompok ataupun partainya, karena adanya hubungan antara orang-orang yang mengabdi dan memperabdi
.
Meskipun birokrasi memiliki sumber daya yang cukup yaitu berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana, namun dalam hubungan patronase pada sistem birokrasi di daerah, khususnya pada tingkat eksekutif menempatkan kepala daerah, dalam hal ini bupati sebagai patron sedangkan birokrasi pada posisi klien. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh diberikannya kewenangan yang begitu besar kepada bupati dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi, termasuk dalam pengelolaan  kepegawaian di daerah.  

Meskipun birokrasi memiliki sumber daya yang cukup yaitu berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana, namun dalam hubungan patronase pada sistem birokrasi di daerah, khususnya pada tingkat eksekutif menempatkan kepala daerah, dalam hal ini bupati sebagai patron sedangkan birokrasi pada posisi klien. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh diberikannya kewenangan yang begitu besar kepada bupati dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi, termasuk dalam pengelolaan  kepegawaian di daerah.

Proses pengelolaan manajemen kepegawaian sipil di daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 130 ayat 2, yaitu : Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur. Berdasarkan pasal 130 ayat 2 tersebut, mengandung pemahaman bahwa hanya untuk  pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II  pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang perlu dikonsultasikan dengan gubernur sedangkan untuk jabatan eselon III dan IV sepenuhnya merupakan kewenangan bupati.
Dengan kewenangan yang begitu besar pada diri bupati, maka hubungan patronase mulai terjadi. Pada tahap awal, bupati kemungkinan hanya akan mengangkat pegawai dalam suatu jabatan yang telah berjasa atau telah dan akan menguntungkan bupati baik dari aspek politis,  ekonomi dan nepotisme. Implikasinya jelas, pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan bersifat subyektif dan berdasarkan spoil system bukan didasarkan kepada merit system, kompetensi dan profesionalisme pegawai . Hal ini akan mengakibatkan diantaranya : 
1. Terjadinya konflik horizontal, yaitu konflik antara pegawai yang memposisikan diri sebagai  klien dari bupati dengan pagawai yang karena kompetensi dan profesionalisme yang dimilikinya tidak mau menjadi klien. Dalam konteks ini akan berlangsung konflik antara aktor birokrasi yang diuntungkan dan yang dirugikan oleh keputusan bupati.
2. Terjadinya konflik vertikal, yaitu konflik antara bupati dengan pegawai yang tidak mau menjadi kliennya. Bahkan pegawai tersebut lebih memposisikan sebagai kelompok penentang atau melawan kepada kebijakan bupati yang sewenang-wenang dalam kebijakan kepegawaian, baik secara terang-terangan dengan melakukan demo, maupun diam-diam melalui cara apatis kepada segala sesuatu yang diprogramkan oleh bupati. Sikap oposan ini lebih lanjut cenderung bergeser tak hanya pada masalah penempatan pada jabatan, tapi juga meluas pada kebijakan-kebijakan lain. Hal ini bisa dimengerti berhubung dari awal memang sudah terlibat aspek subyektivisme.
3. Terhambatnya pengembangan profesionalisme aparatur, dan lebih jauh lagi akan memperlemah peran aparatur sebagai pelayan publik.
4. Sebagai implikasi lebih lanjut, aktor birokrasi yang menjadi klien akan terseret pada aktivitas politik praktis dalam bentuk yang terbuka maupun tertutup. Dalam bentuk terbuka misalnya ikut kampanye dan terlibat dalam penyusunan platform partai di daerah. Sementara dalam bentuk tertutup umumnya berbentuk pembiayaan kampanye dan menjadi ”agen” bupati di tempat kerjamya.
Selain hal di atas, hubungan patronase juga seringkali menimbulkan korupsi. Sumber-sumber publik dipakai sebagai sumber untuk melakukan praktik suap-meyuap.  Klien, sebagai orang-orang yang berhutang karier dan posisi kepada seorang patron bisa jadi dipaksa atau memaksakan diri untuk melakukan tindakan yang melawan hukum untuk menguntungkan pihak patron seperti percalonan CPNS, mark up anggaran sampai dengan korupsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada patron sehingga jabatan si klien dalam posisi yang aman.

Kondisi di atas, sudah barang tentu akan mempengaruhi terhadap pelayanan publik. Bagaimana mungkin birokrasi yang kasat dengan konflik dan tingkat profesionalisme aparaturnya sangat rendah serta hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan patron dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, sehingga yang dirugikan dengan dampak dari hubungan patronase ini  sebagaimana di atas adalah publik itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Kesimpulan


Meluasnya permasalahan ketidakharmonisan hubungan antara pimpinan daerah otonom dalam hal ini bupati sebagai orang yang dipilih melalui proses politik yaitu  pilkada dengan unsur birokrat yaitu PNS yang merupakan pegawai yang berkarier dalam lingkungan birokrasi banyak mewarnai manajemen kepegawaian sipil di era otonomi daerah. Semula, diberikannya kewenangan yang begitu besar kepada bupati dalam pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten sebagaimana diamanatkan UU 32 /2004 diharapkan bupati lebih tahu dan mengenal mengenai kualitas dan persyaratan lainnya dari seseorang yang akan diangkat dalam jabatan tertentu. Dengan kata lain, melalui UU ini bupati diharapkan mampu mengangkat pejabat yang memiliki integritas, moralitas dan kompetensi serta profesional dalam jabatannya. Namun yang terjadi sebaliknya, di beberapa daerah, bupati dengan  kewenangan yang dimilikinya mengangkat seseorang menjadi pejabat bagi yang telah atau akan berjasa dan menguntungkan, baik bersifat politik maupun ekonomi kepada bupati, bukan didasarkan kepada aturan yang berlaku. 

Proses pengangkatan pejabat tersebut apabila dianalisi seperti apa  yang terjadi dalam hubungan patron-klien. Dalam proses tersebut terjadi pertukaran, yaitu bupati sebagai patron memberikan jabatan kepada seseorang (klien) dan klien tersebut akan memberikan dukungan yang bersifat politis dan ekonomi atau lainnya kepada bupati (Patron).

Kondisi di atas bila dibiarkan akan menjadi patologi dalam birokrasi, karena .  Klien, sebagai orang-orang yang berhutang karier dan posisi kepada seorang patron bisa jadi dipaksa atau memaksakan diri untuk melakukan tindakan yang melawan hukum untuk menguntungkan pihak patron seperti percalonan CPNS, mark up anggaran sampai dengan korupsi. Dampak lebih lanjut dari kondisi tersebut, yaitu pelayanan publik menjadi tidak optimal sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. (Penulis : Lukita Harjana/Artikel ini telah dimuat pada Jurnal Universitas Subang)
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